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Syukur kepada Allah SWT, ditengah berbagai kesibukan dan pekerjaan
yang bertumpuk, akhirnya penulisan buku dengan judul “OTONOMI KHUSUS
PROVINSI KEPULAUAN Peluang dan Tantangan dalam Sistem
Desentralisasi di Indonesia,” dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Hal
ini merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah SWT.

Bagi kami tim penulis yang teribat dalam proyek penelitian dan penulisan
ini, desentraliasi asimetris dalam bentuk nyata otonomi khusus atau keistemewaan
tertentu bagi provinsi dengan karakteristik kepulauan di Indonesia, merupakan
sebuah gagasan yang secara filosofis memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi
negara. Hal ini telah berhasil diterapkan untuk DKI Jakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Papua dan Nangroe Aceh Darusalam. Keempat wilayah tersebut telah
menikmati keistemewaan berdasarkan karakteristik lokal yang dimilikinya.
Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan
sebuah model kekhususan yang sama bagi provinsi dengan karakteristik kepulauan
di Indonesia bukan merupakan suatu kerja yang mudah. Aktor-aktor negara yang
memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan tersebut, tampaknya belum
memiliki political will yang kuat bagi pembentukan otonomi khusus provinsi
Kepulauan. Alhasil, hingga penelitian ini dilakukan draft RUU Provinsi kepulauan
masih jalan ditempat, tersandera oleh berbagai kompleksitas kepentingan, yang
dalam laporan ini kami sebut sebagai “faktor-faktor” yang menggagalkan
perjuangan otonomi khusus provinsi kepulauan di Indinesia.

Studi tentang kegagalan mewujudkan keistemewaan atau status otonomi
khsusus tersebut, merupakan bagian dari ikhtiar ilmiah untuk memberi sumbangan
akademik pada proses pembangunan wilayah kepulauan dalam kerangka negara
kepulauan, sebagai diamanatkan konstitusi. Seingga di masa depan provinsi
kepulauan bisa maju dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
Selama proses
penerbitan buku
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BAB I
PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, telah melahirkan
berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam tata kelola pemerintahan di
Indonesia. Salah satu diantaranya adalah semakin menguatnya tuntutan
berebagai pihak untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah.' Hal
ini kemudian terwujud dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif kedua undang-
undang membawa spirit desenraliasi dengan memberikan kewenangan yang
semakin luas kepada pemerintahan daerah (terutama Kabupaten/Kota) untuk
mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakrsa dan inisiatif
sendiri >

Selama dua dekade terakhir, pelaksanaan otonomi daerah telah
terbukti sebagai inovasi politik yang penting dan strategis di Indonesia,
selain sebagai pemicu (frigger) dalam mendorong kemajuan di sejumlah
daerah, otonomi daerah juga merupakan kebijakan politik yang efektif dalam
merawat integrasi nasional.’ Beberapa daerah yang semula pernah
mengalami pergolakan politik sejak beberapa dekade, seperti Papua dan
Aceh kemudian berhasil distabilkan, setelah mendapatkan status otonomi

khusus sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

! Lihat Harold Crouch, Political Reform in Indonesia After Suharto. (Singapore: ISEAS.
2010),h. 3

2 Abdul Gafar Karim (ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar & JIP UGM, 2003), hal. 22

* Syamsul Hadi et.al (2006) Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara, Konflik Lokal dan
Dinamika Internasional . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 1-12
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A. Membincangkan Kembali Urgensi Otonomi Khusus

Bila dicermati secara konseptual, hak-hak ekslusif yang diperoleh
Papua dan Aceh, demikian juga keistimewaan yang didapatkan oleh Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, merupakan
bentuk nyata dari praktik desentralisasi asimetris yang kemudian lebih
dikenal dengan otonomi khusus. Berdasarkan aneka negosiasi politik yang
panjang, keempat provinsi tersebut akhirnya berhasil memperoleh otonomi
khusus untuk mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing
berdasarkan karakter dan kekhususan daerah. Dan sejauh yang bisa diamati
momentum otonomi khusus tersebut, membuka ruang perkembangan yang
sangat signifikan di keempat wilayah tadi.

Namun tampaknya logika kekhususan yang menjadi konsep dasar
dari desain desentralisasi asimetris yang diterapkan terhadap keempat
provinsi tersebut ternyata hanya setengah hati, sebab wilayah-wilayah yang
lain yang juga memiliki berbagai bentuk kekhususan tidak memperoleh
keistemewaan serupa. Kasus yang paling nyata adalah upaya dari delapan
provinsi dengan karakteristik kepulauan di Indonesia untuk mendapatkan

status otonomi khusus provinsi kepulauan yang secara tegas telah ditolak
oleh pemerintah pusat. Padahal sebagaimana diketahui elapan provinsi
yang terdiri dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara,

B kcpulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, adalah provinsi-provinsi

dengan karakter khusus.* Terutama karakter kewilayahan yang terdiri dari
lautan yang luas dan gugusan pulau-pulau kecil yang mesti dikelola dengan

cara-cara yang berbeda pula.

* DPD RI, Draft RUU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan, (Jakarta: 2012)
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Tabel. 1
Daftar Provinsi Kepulauan di Indonesia

No Nama Luas Wilayah Jumlah Jumlah
Provinsi Kab/Kota | Penduduk
Keseluruhan Lautan Daratan
1 | Maluku 581.376 km* | 527.191 km? 54.185 km? 11 1,715,548
2 | Maluku 145.81 km2, | 113.796 km2 32.004,57 10 1.2003
Utara km?2 42
3 | Sulawesi 14.360 56 15 2.771.159
Utara km?
4 | Sulawesi 148.140 km? | 110.000 kn* | 38.140 km’ 17 2.500.000
Tenggara
5 | Nusa 248.718.10 | 200.000 km2 48.718,10 22 5.203514
Tenggara km?2 km2
Timur
6 | Nusa 49.312,19 | 29.159,04Km 20.153,15 10 4.500.212
Tenggara km2 2 Km2
Barat
7 | Provinsi 18.725 kny’ 1642414 | 65.301 km? 7 1.368 978
Bangka km’
Belitung
8 | Provinsi 252.601 km? 242496 .96 10.104,04 7 1.864.142
Kepulauan km’ km?
Riau

Ket: diolah dari berbagai sumber

Otonomi khusus untuk provinsi dengan krakteristik kepulauan
dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan
karakteristik masyarakat kepulauan yang memiliki perbedaan alam dan
topografi kewilayahan yang khas. Selama Indonesia merdeka paradigma
pembangunan yang beroriantasi daratan (continental orianted) telah
merugikan provinsi-provinsi dengan karakteristik kepulauan. Bahkan pada
zaman otonomi daerah seperti saat ini, daerah-daerah kepulauan tetap
dirugikan dengan berbagai indikator pembangunan yang masih menganut
paradigma kontinental (daratan). Terutama dalam alokasi sumber daya dan
berbagai dana pembangunan, seperti anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih tetap menganut paradigma




kontinental karena menggunakan variabel luas wilayah daratan dan jumlah
penduduk. Asumsi yang demikian dinilai sangat tidak adil juga membuat
daerah dengan karakteristik kepulauan dan lautan yang luas, sulit untuk
membangun wilayahnya berdasarkan karakteristik lokal yang ada.
Implikasinya sudah bisa diduga, beberapa provinsi kepulauan terus menjadi
provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia dan sulit
melakukan percepatan pembangunan.

Sebagai contoh Provinsi Maluku yang memiliki 1342 pulau dan garis
pantai yang panjang serta hamparan laut yang luasnya mencapai 93% dari
keseluruhan luas Provinsi Maluku. Di Maluku proses pembangunan tidak
bisa dilakukan secara maksimal, sebab terbatasnya mobilisasi sumber daya
pembangunan serta anggaran yang selalu tidak memadai dari pemerintah
pusat. Hal ini berdampak sistemik terhadap tingkat kemiskinan di Maluku
yang menempati angka tertinggi ke-3 di Indonesia. Itulah mengapa,
pembangunan di Maluku memerlukan pendekatan dan treatment khusus

yang sesuai dengangkebutuhan wilayah dan karakteristik socio-cultural

masyarakat pesisir’.

B pesisic dan [N scperti Maluku, [

=-masa1ah B sancat spesifik, antara lain

e —

3 Darul Qutni Tahapali, Otonomi Khusus Bidang Kelautan, Suatu Pendekatan Multi Aspek
Perencanaan dan Penganggaran untuk Maluku (Yogyakarta; Galang Press), h. 1-3
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Menyadari hal tersebut maka sejak tahun 2005, provinsi kepulauan
di Indonesia mendeklarasikan sebuah cita-cita bersama untuk mendorong
suatu otonomi khusus bagi provinsi kepulauan. Sejumlah delegasi
dikirimkan untuk melakukan pertemuan, dan membuat komitmen bersama

memperjuangkan suatu hak khusus bagi provinsi kepulauan. Pertemuan

& Lihat penjeldsdn Draft RUU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan (DPD RI,

“Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary State”, -




tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai aksi bersama untuk
mendorong suatu regulasi yang mengatur tentang hak-hak khusus provinsi
kepulauan. Darul Qutni Tahapali (2006) seorang Anggota DPRD asal
Maluku mencatat, “perjuangan dimulai dengan menggalang dukungan politik
dari tujuh provinsi kepulavan dan membuat tim sekretariat bersama untuk
memperjuangkan cita-cita tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku dan
Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk sebagai inisiator menyediakan
alokasi anggaran dalam APBD, dan bertindak sebagai tuan rumah secara
bergantian dalam berbagai pertemuan pembahasan strategi perjuangan
politik dan hukum yang akan dilakukan.””®

Pada awalnya tujuh provinsi kepulauan secara bersama mengajukan
draﬂ— Otonomi Khusus [N
_ sebagai bagian B model desentralisasi asimetris yang telah
diterapkan di Aceh, Papua, Yogyakarta dan DKI Jakarta.” Namun tampaknya
gagasan tersebut mendapat resistensi dari anggota legislatif dan senator
pemerintah provinsi lainnya. Resistensi terkait dengan muatan kekhususan
yang dianggap menegasikan kepentingan provinsi lainnya, demikian juga
bertentangan dengan berbagai regulasi yang telah ada. Sehingga sepanjang
tahun 2010 hingga 2012 Panitia Khusus Draft RUU terus mengalami
perubahan mengikuti dinamika politik nasional, serta tawar menawar
kepentingan (bargaining position) dengan berbagai pihak yang dianggap
memiliki akses politik untuk meluluskan RUU tersebut. Salah satu kesepatan
yang akhirnya diambil adalah perubahan dari Undang-undang Otonomi

khusus kepada konteks pembangunan ekonomi dan anggaran semata.




Sehingga RUU mengalami perubahan menjadi RUU Percepatan
Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK).

Keberhasilan langkah awal pembahasan akhirnya tercapai setelah
Dewan Perwakilan Daerah RI yang memiliki kewenangan untuk ikut
membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah akhirnya
mengesahkan RUU PPDK pada sidang paripurna DPD RI yang digelar
tanggal 14 Desember 2012. Mengikuti kemajuan proses di DPD RI, pada
tahun 2012 DPR RI mulai membentuk Panitia Khusus RUU Percepatan
Pembangunan Provinsi Kepulauan (RUU PPPK). Bagi DPR dan DPD, UU
PPDK sebagai perlakuan khusus untuk daerah provinsi berciri kepulauan
merupakan terobosan yang tepat sesuai dengan prinsip keadilan dan
pemerataan mengingat masyarakat di daerah kepulauan masih tertinggal dan
terbelakang dalam wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, baik
pulau besar maupun pulau kecil dan lautan yang luas.

Tampaknya pemerintah pusat menolak nalar hukum dan politik
pembangunan yang digunakan DPD RI dan DPRRI, pemerintah menyebut
UU PPDK memiliki kelemahan mendasar. Dalam rapat koordinasi dan
dengar pendapat dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi, pemerintah secara resmi menolak RUU PPDK.
Pemerintah menginginkan agar isu pembangunan daerah kepulauan tidak
diatur dengan undang-undang tersendiri, tetapi cukup diintegrasikan kedalam
UU Nomor 34 tentang Pemerintah Daerah yang rencananya akan direvisi
oleh pemerintah atau dengan UU tentang Desa. Bagi Pemerintah, upaya
percepatan pembangunan daerah provinsi berciri kepulauan dapat

diupayakan optimal tanpa menimbulkan masalah.'"” Dengan kalimat lain,

10 Notulen Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI, diakses
melalui situs resmi Kementerian dalam Negeri, 20 Maret 2012. Yang dimaksudkan
dengan menimbulkan masalah di sini adalah pertentangan dengan berbagai aturan
perundang-undangan yang sudah ada.
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percepatan pembangunan daerah provinsi berciri kepulauan tidak perlu diatur
dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah justru menyinggung beberapa
undang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah bersinergi,
seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dengan
demikian cita-cita mewujudkan sebuah sistem otonomi bagi daerah dengan
karakteristik kepulauan dinyatakan gagal.

Kegagalan mewujudkan hak-hak khusus untuk provinsi kepulauan
menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar dan tentu saja kritik konseptual
tentang keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan
nasional yang ramah terhadap karakter khusus kewilayahan di Indonesia.''
Konsep desentralisasi reguler (seimetris) yang selama ini diberlakukan
secara seragam ternyata belum mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan
daerah kepulauan yang sangat spesifik. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari
perkembangan provinsi-provinsi dengan karakteristik kepualauan yang
proses pembangunannya selalu terhambat. Beberapa provinsi kepulauan
seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara
Barat merupakan provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di

. 2
Indonesia.'

! Robert Endi Jaweng, Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, dalam Jurnal
Analisi CSIS Vol. 40, Nomor 2, Jun1 2011.

2 Lihat “10 Provinsi Termiskin di Indonesia”, dalam Lintas Nasional, diakses melalui
http:/f'www lintasnasional.com/2016/01/08/ini- 10-provinsi-termiskin-di-indonesia/, 12
September 2018




B. Permasalahan dan Pembahasan Buku Ini

Fenomena gagalnya perjuangan politik untuk mewujudkan hak-hak
khusus bagi provinsi kepulauan di Indonesia adalah sebuah refleksi yang
terang bahwa paradigma pembangunan yang terdesentralisasi masih
terkendala oleh sudut pandang normatif yang masih sentralistis. Meskipun
dibungkus dengan berbagai alasan rasional dan legal, namun bagi penulis
buku ini, penolakan tersebut secara politik menyiratkan beberapa hal yang
perlu dikaji lagi secara komprehensif. Melalui buku ini, tim penulis hendak
mencermati berbagai hambatan politik yang terjadi, proses negosisasi yang
dilkukan oleh berbagai aktor dan institusi-institusi negara yang terlibat dalam
perjuangan mewujudkan otonomi khusus provinsi kepualauan, terutama yang
dilakukan oleh dua pemerintah Provinsi, yakni Maluku dan Kepulauan Riau.
Buku ini juga akan menganalisis argumentasi politik, hukum dan ekonomi
yang digunakan para pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU PPDK,
yang bukan tidak mungkin hanya sekedar untuk melindungi suatu
kepentingan tertentu.

Berdasarkan gambaran ini, maka fokus permasalahan yang diangkat
dalam buku ini adalah tentang “kegagalan mewujudkan otonomi khusus bagi
provinsi kepulauan di Indonesia.” Dengan demikian, buka ini secara spesifik
hendak menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana
gambaran bentuk-bentuk perjuangan politik komunitas Provinsi Kepulauan
yang telah dilakukan selama ini untuk mewujudkan hak-hak khusus bagi
Provinsi Kepulauan di Indonesia? Kedua, mengapa perjuangan Otonomi
Khusus Provinsi Kepulauan gagal diwujudkan di Indonesia, factor hukum
dan politik seperti apa yang menjadi penghambatnya? Ketiga, bagaimana
grand design pemerintah untuk mengembangkan Provinsi Kepulauan dalam

konteks Otonomi Daerah?




Kajian atas sejumlah pertanyaan kunci tersebut, _

N akademis dalam  rangka

mengkonstruksi kembali gagasan-gagasan teoritis dan konseptual tentang

otonomi khusus, maupun dalam menjabarkannya secara praksis dalam

berbagi i;musan kebijakan dan program.

konsepsi desentralisasi dan praktik otonomi daerah di Indonesia, juga sejarah
dan pengalaman panjang terkait kebijakan otonomi khusus di Indonesia.
Terutama sebagimana dijabarkan melalui teori desentralisasi asimetris yang
lebih memberi ruang sosial, politik, ekonomi dan hukum bagi masyarakat
Indonesia yang beranekaragam untuk mengelola daerahnya berdasarkan
karakteristik kewilayahan yang dimiliki. Seperti karakteristik geografis laut

dan kepulauan, serta keunikan budaya dan ruang sosial yang menjadi ciri

utama lisyarakat Indonesia.

- para pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
untuk melanjutkan kembali pembahasan RUU PPDK yang telah terbengkalai
dan terlupakan. Khususnya untuk pemerintah dan masyarakat di provinsi
Maluku akan menjadi suatu masukan yang sangat berharga untuk menggali
kembali faktor-faktor kegagalan dalam memperjuangkan RUU yang
mengatur tentang Provinsi Kepulauan. Negosiasi politik yang buntu selama
beberapa tahun, harus menjadi pelajaran berharga untuk mengidentifikasi
berbagai potensi baru untuk melanjutkan negosiasi dan pembahasan RUU
PPDK. Sebagai bagi masyarakat kepulauan, laut dan pulau bukan sekedar
fakta geografis, tetapi juga identitas, harga diri dan kedaulatan yang harus
terus diperjuangkan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Data-data yang ditampilkan dalam buku ini, meruakan

pengembangan dari hasil penelitian yang dilakukan di dua Provinsi di
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Indonesia, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Kepulavan Riau. Data-data
dikumpulkan dengan metode kualitatif, dan sumber data dikelompokkan
kedalam dua bentuk, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data
primer adalah observasi langsung di Ambon Maluku, dan Pangkal Pinang
Kepulauan Riau. Data primer juga diperoleh dari proses wawancara dan
kajian pustaka terhadap berbagai pemikiran tentang desentralisasi yang
terkait dengan provinsi kepulauan. Sedangkan sumber data sekunder adalah
informasi di media masa, atau laporan-laporan penelitain lain yang memiliki
relevansi dengan penelitian ini. Termasuk juga data-data tentang proses
perjuangan menuju otonomi atau memperkuat RUU Provinsi Kepulauan.
Adapun data-data yang telah dikumpulkan dal

penelitian awal
untuk buku ini, kemudian dikumpulkan dan dianalisis. h

. “Pertama”,

. “Kedua™,

_. Pada bagian ini akan ditentukan mengapa

proses perjuangan d

m mewujudkan provinsi kepualauan cenderung

tersumbat. “Ketiga”,
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KONSTRUKSI I OTNOMI KHUSUS;
DARI DESENTRALISASI SEIMETRIS KE ASIMETRIS

Bagian ini akan mengkaji dua hal penting yang akan menjadi
landasan teori dan konsep dalam kajian ini. Pertama, hasil literatur review
terhadap berbagai buku, dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di
berbagai jurnal yang memiliki relevansi dengan kajian dan studi ini. Pada
bagian bagian ini, penulis juga akan mendiskusikan tentang perbedaan-
perbedaan khusus yang akan didiskusikan melalui studi ini. Kedua, kajian
terhadap teori yang akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam
membedah permasalahan utama, sehingga diharapkan dapat melahirkan satu
konsepsi baru yang bisa memberi kontribusi terorotik dan praksis terhadap

kajian dedesntralisasi di Indonesia.

A. Berbagai Studi yang Relevan

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
di Indonesia, maka sejak itu pula telah muncul berbagai publikasi yang berisi
kajian dan laporan hasil penelitian tentang desentralisasi dan otonomi daerah.
Sebagian mengkaji tentang dasar-dasar teoritik dan konseptualisasi gagasan,
serta sebagian lagi mengkaji tentang praktik dan implementasi desentralisasi.
Berikut akan dideskripsikan beberapa studi yang relevan dengan kajian ini,
sekaligus untuk memperlihatkan aspek-aspek signifikan yang hendak
diangkat atau dikaji ulang melalui penelitian atas otonomi khusus provinsi
kepulauan.

Pertama, Kajian yang dilakukan oleh Gabriele Ferrazi (2008)
dengan judul Special Autonomy: A Comman Form of Asymmetric

Decentralization”. Ferrazi menawarkan konsepsi desentralisasi asymetric
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sebagai kerangka konseptual untuk mengkaji proses desentralisasi di
Indonesia. Baginya Indonesia telah berhasil melakukan percobaan yang
bagus untuk Aceh dan Papua, demikian juga sebelumnya untuk Yogyakarta
dan DKI Jakarta. Saatnya pemerintah menata wilayah lainnya dengan
mempertimbangkan keragaman sosial, budaya, politik, ekonomi dan kondisi
geografis dari masing-masing daerah.

Kedua, kajian yang dilakukan tim JPP UGM (2012) terkait
desentralisasi asimetris di Aceh dan Papua, menempatkan kelembagaan
sebagai indikator penting selain kewenangan, keuangan dan kontrol
mengingat salah satu hal penting dalam desentralisasi asimetris di empat
provinsi di Indonesia (Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta) dibingkai
dalam desain kelembagaan yang berbeda dengan provinsi lainnya (Tim-JPP
2012). Di Aceh, kelembagaan lembaga-lembaga adat yang bersifat
konsultatif selain lembaga kontroversial Wali Nanggroe, mendapatkan
perhatian penting. Kasultanan dan Pakualaman merupakan dua institusi
pewaris kekuasaan daerah di Yogyakarta. Di Papua dan Papua Barat,
lembaga adat dan gereja menjadi salah satu kekuatan politik penting yang
pertimbangannya diperlukan dalam isu-isu krusial.

Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Rober Endi Jaweng (2011)
tentang Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Bagi Robert
desain desntralisasi di Indonesia telah terjebak dalam konteks pemekaran
semata. Padahal menurut hemat Robert, pemerintah Indonesia perlu
melakukan desain ulang desentralisasi asimetris dalam penataan daerah-
daerah yang ada. Termasuk membuat varian kekhususan/keistimewaan yang
ada maupun akan terbentuk menjadi (kembali) terintegrasi sebagi bagian dari
rezim desentralisasi. Selain itu pilihan lain adalah upaya mengembangkan
politik kebijakan yang terarah-terukur dalam kerangka penataan daerah-

daerah di Indonesia secara keseluruhan, serta pembentukan manajemen
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khusus bagi penguatan kapasistas teknokrasi (pusat mauoun daerah) dalam
pelaksanaan maupun pengawasan secara efektif.

Keempat, dari konteks lokal di Maluku adalah catatan Darul Kutni
Tuhepaly (2006), yang diberi judul “Otonomi Khusus bidang Kelautan,
Suatu pendekatan Multi Aspek Perencanaan dan Penganggaran untuk
Maluku”. Qutni adalah seorang politisi lokal di Maluku yang turut
menajajaki kemungkinan terbentuknya otonomi khusus provinsi kepaulaun.
Senada dengan Qutni juga ada kajian Ahmad Suryana, yang melakukan
kajian komparatif atas potensi Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku Utara
dalam pembangunan kepualauan di Indonesia. Menurut Suryana, provinsi
kepulauan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.'> Meskipun kajian Qutni maupun
Suryana tidak melahirkan suatu perdebatan konseptual yang mendasar dan
bisa menjadi referensi akademik, namun catatannya memberikan berbagai
informasi dan masukan berharga tentang dinamika politik dan proses
negosiasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam inisiasi
otonomi khusus provinsi kepulauan tersebut.

Bila kita mengkaji beberapa hasil kajian di atas, maka ada beberapa
catatan penting yang bisa didapat. Pertama, kajian tentang desentraliasi
asimetris masih merupakan suatu kajian yang langka dan belum begitu
berkembang di Indonesia. Salah satu alasan konseptualnya mungkin bisa
dilacak pada arus besar desentralisasi yeng lebih menerima desntralisasi
seimetris yang seragam. Selain itu ketakutan yang berlebihan pada
melemahnya negara kesatuan juga menjadi penghambat berkembangnya
kajian tentang desentralisasi asimetris. Kedua, belum ada kajian yang

sepesifik mengkaji tentang pengalaman kegagalan perjuangan mewujudkan

I3 Ahmad Suryana, Pembangunan Daerah Kepulauan; Studi Kasus Provinsi Kepulauan
Riau dan Provinsi Maluku Utara (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
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otonomi khusus provinsi kepualauan sebagai bagian dari kegagalan
desentralisasi asimetris di Indonesia. Padahal kasus kegagalan mewujudkan
otonomi khusus provinsi kepulauan (ataupun istilah yang lebih diperlunak)
yakni RUU tentang percepatan pembangunan provinsi kepulauan bisa
menjadi refleksi tentang bagaimana pemerintah mengelola pemerintahan di
daerah yang beranekaragam. Oleh sebab itu melalui penelitian ini, tim
peneliti bermaksud mengkaji tentang hal tersebut dengan harapan dapat
menghasilkan  kerangka konseptual yang berharga dalam penguatan

desentralisasi yang semakin mensejahterakan di Indonesia.

B. Memahami Desentralisasi Seimetris dan Asimetris

Secara umum grand teori yang digunakan dalam mengkaji fenoemna
otonomi khusus yang akan menjadi lokus studi ini adalah teori desentralisasi
asimetris yang telah dibahas oleh sejumlah ilmuan social dan politik selama
beberapa tahun terakhir. Secara umum model desentralisasi asimetris
didasari kebutuhan akan kerangka adminsitrasi yang handal dalam mengelola
keragaman lokal. Bahwa pembangunan harus berangkat dari keragaman di
setiap daerah sehingga mampu mendorong kemajuan berdasarkan potensi
lokalitas yang dimiliki seriap daerah. Format pengorganisasian negara
kemudian dilihat sebagai wujud respon atas realitas keragaman masyarakat
sebagai sumber input bagi berkerjanya sistem politik/pemerintahan. Untuk
menjawab kebutuhan ini, para ahli politik, adminsitrasi dan keuangan publik
menyampaikan suatu gagasan pengelolaan sektor publik yang dilandasi
esensi kebijakan dan kelembagaan plural dalam desentralisasi, yakni
desentralisasi asimetris. Namun sebelum sampai pada apa yang disebut
sebagai desentralisasi asimetris dan konsep-konsep dasar yang integral
didalamnya, maka pada bagian ini akan dijelaskan lebih dahulu tentang apa

itu desentralisasi dan bagaimana hubungannya dengan otomi daerah.
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!4 Haryanto, Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesi; Sebuah Studi Awal, dalam
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, Juli 2016.

I3 Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah (Jakarta. LIPPI pres. 2007),
h. 52
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, sebagaimana dikutip
Syamsudin Haris (2007) adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi
kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi
tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut.
Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit
pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi
tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan
dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-
fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah."”
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi

berhubungan_dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah

18

16 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada. 2007),h. 12

I Syamsuddin Haris. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. (Jakarta. LIPPI pres. 2007). h. 4

18 Syamsuddin Haris. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, h. 39
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19 Syamsuddin Haris. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, h. 51. Konsekuensi dari
dekonsentrasi adalah Pemerintah Pusat membentuk mnstansi-instansi vertikal di daerah
seperti TNI/Polri, Kehakiman, BPK, dan sebagainya.
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Ketidakpuasan [l yang awalnya dilakukan secara terselubung,
belakangan mulai ditunjukan secara terbuka. Tidak kurang dari masyarakat
Kalimantan Timur, Aceh, Irian Jaya dan Riau telah melontarkan protes keras
terhadap gaya sentralistis dan sekaligus eksploitatif Jakarta*' Ketidakpuasan
masyarakat di daerah-aerah, ditambah dengan krisis ekonomi yang membuat
kemampuan finansial Pemerintahan Pusat melemah membuat Pemerintah
Pusat tidak ada pilihan lain kecuali mencoba merebut hati masyarakat di
daerah. Hasilnya, Pemerintah Pusat bersedia untuk mendesentralisasikan
kewenangannya sebagaimana ditandai dengan keluarnya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

(=]

U Dedek Buana, Otonomi Daerah Menuwrut UU No. 5 Tahun 1974, dalam
http://artike lddk.com/otonomi- daerah-menurut-uu-no-5-tahun- 1974/, Diakses 12
September 2017

Berbagai pergolakan politik pasca reformasi yang terjadi di daerah-daerah tersebut,
menunjukkan bahwa ada kekecewaan yang mendalam terhadap proses pembangunan
yang dianggap mendiskriminasi dan menghilangkan peotensi daerah. Bahkan di Di Aceh
dan Papu, muncul perlawanan bersenjata yang banyak menimbulkan korban jiwa.
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T Bupati N
walikota adalah kepada [ otonom saja. Sementara itu, jabatan kepala
wilayah pada kabupaten dan kota sudah tidak dikenal lagi.

Ketiga, bupati dan walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD
Kabupaten atau Kota tanpa melibatkan pemerintah Provinsi maupun
Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, Bupati / Walikota harus bertanggung
jawab kepada DPRD dan bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa

jabatan selesai. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran

22 Abdul Gaffar Karim. 2006. Kompleksitas Persoala Otonomi Daerah di Indonesia.
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 42
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yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat dan memelihara hubungan
yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otnomi yang luas
dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas
dan bertanggung jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
mempunyai peranan yang strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab
sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menghapuskan
posisi wilayah administratif (field administratif) pada level Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Integrated Profectoral Systemyang sentralistis
yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diubah menjadi
Functional System, bukan sekedar Unintegrated Prefectoral System yang
dikenal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kelima, Undang-
Undang ini menempatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai
perangkat daerah. Pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai
perpanjangan tangan pemerintahan daerah otonom (desentralisasi), dan
bukan sebagai aparat dekonsentrasi. Keenam, Undang-Undang ini
mengenalkan Badan Perwakilan Desa yang menjadi lembaga perwakilan
rakyat di tingkat desa. Ketujuh, UU ini memberikan kewenangan yang lebih
luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan

kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan,moneter, dan fiskal dan

kewenian lainnya.

=




daerah.?

3 Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Palembang: Raja Grafindo Persada,
2005),h. 115

** Muhammad Yuhdi Batubara, Eksistensi Undang-Undang Ne. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.
25, Nomor 1, Pebruari 2012,
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adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan
secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingati
bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis. Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak
memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang
32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
dijelaskan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” dan ayat 2 “pasangan calon
scbagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan
partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang

memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

2. Kerangka Teoritis Desentralisasi Asimetris
Dari sudut literatur terlihat, ahli pertama yang memulai debat seputar

desentralisasi asimetris adalah Charles Tarlton (1965) dari Universitas of

California, USA. Menurut ilmuan ini, pergbeda inti antara desentralisasi
biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris

I pcrmerinahan IS
R, the evel of

conformity and commonality in the relations of each separate political unit

of the system to both the system as a whole and to the other component
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units”.> | simetris

“possessed of varying degrees of autonomy and power”.

o
.

Dari uraian tersebut terlihat esensi penting dalam konsep
desentralisasi adalah muatan (jenis dan skala) kewenangan dan pola
hubungan antar unit pemerintahan. Berbeda dari pola hubungan seragam
antar unit pemerintahan dalam desentralisasi seimetris, dalam desentralisasi
asimetris terjalin keunikan dan perbedaan relasi antara suatu unit asimetris
dengan unit nasional, dengan sesama unit sub nasional yang selevel maupun
dengan sistem politik/pemerintahan secara keseluruhan. Dasar dari keunikan
perbedaan tersebut adalah pada adanya derajat otonomi dan kekuasaan yang
terpancar dalam subtansi kewenangan yang juga berbeda (baca: lebih besar)

yang dimiliki oleh unit-unit asimetris tersebut.

Kerangka pikir yang digunakan_Tralton juga diadopsi sekaligus
diperbaharui oleh Jhon McGarry (2007). h tidak [
subtansi [N bentuk dasar
asimetri [ jika

sekuang-kurangnya

]

sebagai [

BCharles
Specualtion,
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keberadaan model asimetris diatur dalam konstitusi dan otoritas federal tak
bisa secara sepihak menarik atau membatalkan status asismetris tersebut.”
Dalam perspektif politik, asimetri yang diatur dalam konstitusi ini adalah
bukti pengakuan negara akan keragaman sifat nasionalitas satu atau lebih
wilayah.

Dalam hal bentuk negara, walau pada awalnya Tarlton menulis tema
asimetris dalam kerangka negara federal, perkembangan dikemudian hari
menunjukkan bahwa konsep dan penerapan kebijakan atas model tersebut
mulai diadopsi di negara-negara kesatuan, berupa special autonomy, special
territory, atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan otonomi khusus,
daerah khusus dan daerah istimewa.?” Untuk mempertegas hal itu, Gabriel
Ferrazi (2008) dari Canada, menulis: “a symmetric decentralization (AD) is
common throught the world, in both unitary and federal countries,”® salah
satu manifestasinya adalah melalui pemberian status otonomi khusus untuk
satu atau lebih unit lokal.

Sejalan deng

pendapat tersebut, Ronald L. Watts (2000) juga
menegaskan bahwaa— asimetris

I
pilihan [N . N
difungsional [N potensi ekonomi .
Menurut Watts - sejumlah kondisi _ (precondition
Iasynnnerriy) tersebut _ adminsitrasi _
. sccara e

“Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary State”, -

27 Hal ini sekaligus untuk membantah sinyalemen sebagian pihak bahwa konsep asimetris
hanya cocok untuk negara federal dan penerapannya di negara unitaris dinilai berpotensi
merubah bentuk negara kesatuan menjadi menjadi federal.

% Lihat catatan Gabife Ferrazi, “Special Autonomy: A Comman Form of Asymmetric
Decentralization”, . 19 Noveembr 2008.
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ketimbang dilakukan dengan cara-cara biasa/jamak, maka desentralisasi
asimetris patut dipertimbangkan >

Keberfungsian/kemanfaatan model asimetri sekiranya jadi lebih
terukur dalam penilaiannya jika kita membedakan antara jenis asimetri itu
sendiri, terutama yang berjenis asimetri politik (political asymmetry) dan
asimetri administratif (administrative asymetry). Derajat
keberfungsian/kemanfaatan bisa dijamin jika pilihan jenis asimetri itu
memang sesuai dan berbasis kebutuhan riil yang menjadi precondition of

asymmetry. Terkait di sini, Joachim Wehner (2000) mencatat setidaknya dua

dasar pertimbangan yapge masing-masing melahirkan jenis desentralisasi
asimetris yang berbeda.b, yakni - respon
I dan lain-lain. [N fisicnsi, NG
I pemerintah daerah dalam [INEEREEG_———
adminsitrasi — sesuai kebutuhan pembangunan di

daerah

Di Indonesia, para pakar juga memiliki pendapat serupa, terutama
menyangkut basis asimetri dan tipologi yang dimunculkan selama ini. Agus
Pramusinto (2010) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta misalnya,
mengidentifikasi alasan-alasan desentralisasi asimetris: (1) pertimbangan
politik terkait adanya tekanan kelompok atau wilayah tertentu yang menuntut
perlakuan khusus; (2) pertimbangan keberagaman antar daerah baik berbasis
etnis, agama, ataupun demografi; (3) pertiimbangan governability, yakni

menyangkut kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di

“Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan”,

30 Joachim Wehner,
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